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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

 

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara sebagaimana 

tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Hukum sendiri merupakan seperangkat 

peraturan yang mengikat dan menyeluruh dan apabila dilanggar akan mendapatkan 

sanksi. Secara umum, dalam setiap negara yang menganut paham negara hukum, 

dapat dilihat bekerjanya tiga prinsip dasar, yaitu supremasi hukum (supremacy of 

law), kesetaraan di hadapan hukum (equality before the law), dan penegakan hukum 

dengan cara yang tidak bertentangan dengan hukum (due process of law).1 Juga 

ditemukan bahwa, pada setiap negara hukum akan terlihat ciri-ciri adanya:2 

1) Jaminan perlindungan HAM; 

 

2) Kekuasaan kehakiman atau peradilan yang merdeka; dan 

 

3) Legalitas dalam arti hukum, yaitu bahwa baik pemerintah/negara 

maupun warga negara dalam bertindak harus berdasar atas dan melalui 

hukum. 

Cita hukum negara Indonesia bersumber dari Pancasila yang merupakan 

dasar falsafah negara. Oleh sebab itu, maka aktivitas lembaga pembuat hukum harus 

dimuarakan pada nilai-nilai common platform tersebut yang sarat dengan budaya, 

nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat atau kearifan-kearifan lokal (local 

 

1 Zulkarnain Ridlwan. Negara Hukum Indonesia Kebalikan Nachtwachterstaat. Fiat Justisia 5, no. 

2 (2014). hal. 148 
2 Ibid. 
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wisdom) yang melekat di dalamnya.3 Bahkan dalam sistem hukum Pancasila, 

negara hukum yang dibangun harus dapat memadukan secara harmonis unsur-unsur 

dari rechtsstaat (kepastian hukum) dan the rule of law (keadilan substansial).4 

Dengan berpedoman pada hal tersebut, maka negara hukum Pancasila mengandung 

unsur-unsur utama sebagai berikut. Pertama, negara yang ber-Ketuhanan Yang 

Maha Esa; kedua, pemerintahan yang didasarkan pada hukum; ketiga, penguatan 

prinsip demokrasi dalam memilih para pemimpin; keempat, adanya pembatasan 

kekuasaan pemerintahan dengan mengedepankan prinsip checks and balances; 

kelima, prinsip persamaan di depan hukum (equality before the law); keenam, 

diakuinya kekuasaan kehakiman yang merdeka dalam menyelenggarakan peradilan 

guna menegakkan hukum dan keadilan; ketujuh, adanya peradilan tata negara dan 

peradilan tata usaha negara; dan kedelapan, adanya pengakuan dan perlindungan 

terhadap hak-hak dasar atau hak asasi manusia; serta kesembilan, adanya upaya 

untuk mewujudkan negara kesejahteraan (welfare state).5 

Berkaitan dengan paham welfare state atau negara kesejahteraan, Paham 

welfare state yang dianut oleh suatu negara biasanya mencantumkan bentuk-bentuk 

kesejahteraan dalam pasal-pasal konstitusi atau undang-undang dasar negaranya. 

Konsep welfare state yang lahir di era Abad ke-20 sebagai koreksi berkembangnya 

konsep negara sebagai penjaga malam, gejala kapitalisme perekonomian yang 

secara perlahan-lahan menyebabkan terjadinya kepincangan dalam pembagian 

 

3 Wahyu Nugroho. Menyusun Undang-Undang yang Responsif dan Partisipatif Berdasarkan Cita 

Hukum Pancasila, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 10 No. 3, Edisi September 2013, Jakarta: 

Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM RI, hal. 209 
4 Ibid. hal. 212 
5 Janpatar Simamora. Tafsir Makna Negara Hukum dalam Perspektif Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jurnal Dinamika Hukum 14, no. 3 (2014), hal. 558 
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sumber-sumber kemakmuran bersarma.6 Akibatnya timbul jurang kemiskinan yang 

menunjukkan kecenderungan semakin menajam, yang sulit dipecahkan oleh negara 

yang difungsikan secara minimal. Negara dianggap tidak dapat melepaskan 

tanggung jawabnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini 

mendorong munculnya aliran sosialisme yang menentang individualisme dan 

liberalisme yang dianggap sebagai sebab timbulnya kapitalisme yang menindas 

rakyat miskin dan bahkan menciptakan kemiskinan itu sendiri. Karena itu, atas 

pengaruh sosialisme ini, muncul konsepsi baru mengenai negara sebagai penjaga 

malam, menjadi welfare state. 

Konsep welfare state tidaklah asing di kalangan ahli hukum, ekonomi, dan 

politik. Namun karena luasnya cakupan maka kajian hukum akan berbeda dari 

kajian ekonomi dan politik tentang apa welfare state itu. Setidaknya ada beberapa 

pandangan yang berbeda tentang konsep welfare state sebagaimana yang terjadi di 

berbagai Negara. 

Definisi welfare state dalam Black’s Law Dictionary menyebutkan:7 

 

Negara Kesejahteraan adalah suatu bangsa yang pemerintahnya 
menjalankan berbagai program asuransi sosial, seperti kompensasi 

pengangguran, pensiun, bantuan uang untuk keluarga, kupon makanan, 

dan bantuan bagi orang buta atau tuli juga pengertian kesejahteraan-negara 
sebagai pengatur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

6 Winda Roselina Effendi. Konsep Wellfare State di Indonesia. Jurnal Trias Politika 1 No. 1 (2017). Hal. 172 

7 Black’s Law Dictionary Online, diunduh pada tanggal 11 Maret 2020 
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Definisi welfare state dalam Collin English Dictionary sebagaimana dikutip 

Safri Nugraha menyebutkan:8 

Negara Kesejahteraan adalah suatu sistem pemerintahan yang 

menyediakan pelayanan sosial secara gratis (bebas biaya) dalam hal: 

kesehatan, pendidikan, dan bantuan keuangan bagi warga yang tidak 
mampu bekerja karena usia lanjut, pengangguran atau sakit. 

 
 

Dari dua definisi tersebut dapat disimpulkan, bahwa welfare state adalah 

suatu pemerintahan negara yang mengatur sekaligus menjalankan tugas berkaitan 

dengan pemenuhan kebutuhan dasar hidup manusia (basic needs), perumahan, 

pendidikan, makanan, pakaian, pekerjaan, dan pelayanan sosial: santunan keuangan 

bagi para pensiun, orang tua, sakit, serta orang- orang penyandang disabilitas. 

Menurut Kranenburg, paham welfare state bukan sekadar memelihara 

ketertiban hukum, melainkan juga aktif mengupayakan kesejahteraan warganya. 

Kesejahteran pun meliputi berbagai bidang yang luas cakupannya, sehingga 

selayaknya tujuan negara itu disebut secara plural yaitu menyangkut tujuan-tujuan 

negara. Selain itu menurut Kranenburg, bahwa upaya pencapaian tujuan-tujuan 

negara itu dilandasi oleh keadilan secara merata.9 Peran negara tidak bisa 

dipisahkan dengan welfare state karena negara yang berperan dalam mengelola 

perekonomian yang yang di dalamnya mencakup tanggung jawab negara untuk 

menjamin ketersediaan pelayanan kesejahteraan dasar dalam tingkat tertentu. 

Welfare state tidak menolak keberadaan sistem ekonomi pasar kapitalis tetapi 

meyakini bahwa ada elemen-elemen dalam tatanan masyarakat yang lebih penting 

 

 
8Nur Rohim Yunus. Aktualisasi Welfare State Terhadap Kehidupan Bernegara Dalam Dimensi 

Keislaman dan Keindonesiaan. Mizan: Journal of Islamic Law 3, no. 2 (2018). Hal. 256 
9 Kranenburg, R. dan Tk. B. Sabaroedin. Ilmu Negara Umum. (Jakarta: Pradnya Paramita. 1989). Hal. 16
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dari tujuan-tujuan pasar dan hanya dapat dicapai dengan mengendalikan dan 

membatasi bekerjanya mekanisme pasar tersebut.10 

Negara yang tergolong sebagai welfare state dapat diamati melalui beberapa 

karakter umum tertentu yaitu, lebih dari setengah pengeluaran negara tersebut 

ditujukan untuk kebijakan sosial atau tanggung jawab untuk penyediaan 

kesejahteraan yang komprehensif dan universal bagi warganya, adanya komitmen 

jangka panjang yang dibuat dimana memiliki seperangkat program pemerintah yang 

bertujuan untuk menjamin kesejahteraan untuk menghadapi kemungkinan yang 

akan dihadapi dalam modernitas, individualisasi, dan masyarakat yang 

terindustrialisasi. Selanjutnya, negara menjadi negara yang tanpa kehilangan posisi 

pemegang tanggung jawab utamanya, mampu mengkombinasikan tenaga dari 

berbagai pihak sebagai organisasi sosial, pihak independen, dan voluntary dalam 

menyediakan perlindungan kesejahteraan bagi masyarakat.11 

Bila kemudian dilihat di Indonesia, maka salah satu sarana penting dalam 

upaya mewujudkan kesejahteraan adalah mewujudkan keadilan sosial sebagaimana 

ditegaskan dalam sila ke-5 Pancasila yang kemudian dijabarkan secara eksplisit di 

dalam alinea IV Pembukaan UUD 1945.12 Konsepsi Welfare diasosiasikan dengan 

pemenuhan kebutuhan dasar. Oleh karena itu, konsep ini 

 

 

 

 

 

10 Winda Roselina Effendi. Op. cit Hal. 174 
11 Collin Hay. The State Theory and Issues. (New York: Palgreve Macmillan. 2006). Chapter 

Intruducing. 
12 Marilang, Ideologi Welfare State Konstitusi: Hak Menguasai Negara Atas Barang Tambang, 

Jurnal Konstitusi, Vol. 9 No. 2, Edisi Juni 2012, Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 

hal. 267. 
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dianggap sebagai mekanisme pemerataan terhadap kesenjangan yang ditimbulkan 

oleh ekonomi pasar.13 

Agar konsep negara hukum dan negara kesejahteraan di Indonesia dapat 

berjalan sebagaimana mestinya, maka diperlukan tata kelola pemerintahan dengan 

adanya pembagian kekuasaan. Dalam kaitan ini, yang relevan untuk dirujuk adalah 

teori pembagian kekuasaan atau yang sering dikenal dengan Trias Politica. Trias 

politica adalah suatu prinsip normatif bahwa kekuasaan-kekuasaan (function) ini 

sebaiknya tidak diserahkan kepada orang yang sama untuk mencegah 

penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak yang berkuasa. Dengan demikian hak-hak 

asasi warga negara lebih terjamin.14 Trias Politica dipopulerkan oleh John Locke 

dalam bukunya Two Treatises on Civil Government (1690). Di dalam buku tersebut 

konsepsi mengenai fungsi kekuasaan negara itu dibaginya menjadi tiga yang 

masing-masing terpisah satu sama lain, yaitu: 

1) fungsi legislatif; 

 

2) fungsi eksekutif; 

 

3) fungsi federatif (hubungan luar negeri) 

 

Bagi John Locke, fungsi peradilan tercakup dalam fungsi eksekutif atau 

pemerintahan. John Locke memandang mengadili itu sebagai uittvoering, yaitu 

termasuk pelaksanaan undang-undang.15 

 

 
 

13 Alfitri. Ideologi Welfare State dalam Dasar Negara Indonesia: Analisis Putusan Mahkamah 

Konstitusi Terkait Sistem Jaminan Sosial Nasional, Jurnal Konstitusi, Vol. 9 No. 3, Edisi September 

2012, Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, hal. 454 
14 Jimly Asshiddiqie. Struktur Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan Keempat UUD 

Tahun 1945. hal. 2-3 
15 Miriam Budiardjo. Dasar-Dasar Ilmu Politik Edisi Revisi. (Jakarta: Gramedia, 2008). hal. 281- 

282 
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Pada tahun 1748, Montesquieu mengembangkan lebih lanjut pemikiran 

John Locke yang ditulis dalam bukunya L’Esprit des Lois (The Spirit of the Law). 

Alasan Montesquieu mengembangkan konsep Trias Politika didasarkan pada sifat 

despotis raja-raja Bourbon. Oleh Karena itu, ia ingin menyusun suatu sistem 

pemerintahan dimana warga negaranya merasa lebih terjamin haknya. Montesquieu 

membagi kekuasaan pemerintahan dalam tiga cabang, yaitu kekuasaan legislatif, 

kekuasaan eksekutif dan kekuasaan yudikatif. Menurutnya ketiga jenis kekuasaan 

ini haruslah terpisah satu sama lain, baik mengenai tugas (fungsi) maupun mengenai 

alat perlengkapan (organ) yang menyelenggarakannya. Hal ini penting terutama 

karena adanya kebebasan badan yudikatif yang oleh Monstesquieu tekankan 

sebagai lembaga yang menjaga kemerdekaan individu dan hak asasi manusia yang 

perlu dijamin dan dipertaruhkan. Kekuasaan legislatif menurutnya adalah 

kekuasaan untuk membuat undang-undang, kekuasaan eksekutif meliputi 

penyelenggaraan undang-undang (diutamakan tindakan politik luar negeri), 

sedangkan kekuasaan yudikatif adalah kekuasaan mengadili atas pelanggaran 

undang-undang.16 

Dengan adanya pembagian kekuasaan tersebut, maka Pemerintah sebagai 

lembaga eksekutif berkewajiban untuk menyejahterakan rakyatnya sesuai dengan 

konsep negara kesejahteraan. Cita negara hukum kesejahteraan dimana negara 

berperan aktif dalam mengatur perekonomian termaktub dalam Pembukaan UUD 

NRI 1945 yang diatur secara rinci dalam ketentuan Pasal 33 UUD NRI 1945 yang 

 

 
 

16 Jimly Asshiddiqie. Perkembangan dan Konsulidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi. 

(Jakarta: Sinar Grafika, 2010) hal. 29 
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merupakan landasan konstitusional bagi ikut sertanya negara dalam perekonomian 

nasional. 

Ketentuan Pasal 33 UUD NRI 1945 menyatakan bahwa: 1) Perekonomian 

disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan; 2) Cabang-cabang 

produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak 

dikuasai oleh negara; 3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di 

dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar- besarnya 

kemakmuran rakyat; 4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar pada 

demokrasi atas ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, 

berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta dengan menjaga 

keseimbangan, kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Singkatnya, Pemerintah 

menjalankan pemerintahan sepenuhnya berdasarkan pada hukum bukan 

berdasarkan kekuasaan. 

Seiring dengan itu, terutama pada era berkembangnya perdagangan global, 

iklim persaingan usaha yang sehat perlu diciptakan dengan cara menjaga 

keamanan, kepastian hukum, serta melaksanakan kebijakan ekonomi secara 

konsisten. Dalam menjaga kepastian hukum, salah satu hal terkait iklim usaha yang 

harus dilindungi adalah dengan disusunnya hukum mengenai Hak Kekayaan 

Intelektual atau HKI. 

Secara konseptual, Hak Kekayaan Intelektual memiliki keterkaitan dengan 

kreativitas manusia dan daya cipta manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup, 

sehingga dengan kreativitas tersebut dapat mengembangkan inovasi teknologi 
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maupun meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat.17 HKI merupakan hak 

yang lahir atau berasal dari kemampuan intelektual manusia yang dapat 

dikelompokkan menjadi dua yaitu Hak Cipta (Copyrights) dan Hak Milik 

Perindustrian (Industrial Property Rights). Kelompok yang kedua ini yang terdiri 

dari merek (trademark), paten (patent), rahasia dagang (trade secret), desain 

industri (industrial design) dan desain tata letak sirkuit terpadu (integrated circuit 

lay out design).18 

Di dalam dunia perdagangan, merek adalah bagian dari HKI dan memiliki 

peranan yang sangat penting. Merek merupakan pembeda antara satu produk 

dengan produk yang lain.19 Merek memudahkan konsumen membedakan produk 

yang akan dibeli dengan produk lain sehubungan dengan kualitas, kepuasan, 

maupun atribut lain yang melekat pada merek. Merek merupakan salah satu bagian 

terpenting ketika membuat sebuah produk dalam kehidupan sehari-hari kita saat ini 

hampir selalu dikelilingi oleh berbagai merek (brand).20 Hak atas Merek merupakan 

hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik Merek yang terdaftar 

untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau 

memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.21 Selanjutnya untuk 

mendapatkan hak tersebut, merek perlu didaftarkan pada instansi yang berwenang, 

yaitu Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Dalam konsep 

 
 

17 Yusuf Haris dan Rahman Hasima. Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Masyarakat 
Kota Baubau, Jurnal Holrev Volume 2 Issue 1, Maret 2018, hal. 336 
18 O.K. Saidin. Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual. (Jakarta: Rajawali, 2013). hal. 78 
19 Abdulkadir Muhammad. Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual. (Bandung: Citra 
Aditya Bakti, 2001). Hal. 43 
20 Abdul Atsar. Mengenal Lebih Dekat Hukum Hak Kekayaan Intelektual. (Yogyakarta: 

Deepublish, 2012) hal 61 
21 Pasal 1 angka 5 UU Nomor 20 tahun 2016 
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ekonomi, Merek merupakan aset bagi perusahaan yang memiliki nilai ekonomi. 

Semakin kuat suatu merek melekat di hati konsumen, maka semakin tinggi nilai 

ekonomi merek tersebut. Pelaku usaha yang telah menciptakan merek yang bernilai 

tinggi tentu tidak akan rela mereknya digunakan oleh orang lain secara tanpa izin. 

Oleh karena itu perlindungan hukum terhadap kepemilikan merek menjadi sangat 

penting dan dibutuhkan. 

Menurut Sri Redjeki Hartono, Hak Kekayaan Intelektual, merupakan suatu 

hak dengan karakteristik khusus dan istimewa, karena hak tersebut diberikan oleh 

negara yang berdasarkan ketentuan Undang-Undang, memberikan hak khusus 

kepada yang berhak, sesuai dengan prosedur dan syarat-syarat yang dipenuhi.22 

Adapun, mengenai objek yang diatur dalam Hak Kekayaan Intelektual pada 

seseorang merupakan karya-karya yang lahir atau timbul karena kemampuan 

intelektual manusia.23 

Sejarah perlindungan Hak Kekayaan Intelektual sudah ada sekitar 3200 

tahun sebelum Masehi dengan adanya pemberian tanda pada keramik yang 

dilakukan oleh masyarakat Yunani dengan Eropa lainnya untuk menunjukkan 

identitas pembuat.24 Kemudian, terdapat pula bukti sejarah HKI yaitu pada 500 

tahun sebelum Masehi dengan adanya monopoli yang diberikan oleh raja kepada 

tukang masak di Sybaris untuk mempersiapkan suatu jenis resep masakan hasil 

 

 

 
 

22 Sri Redjeki Hartono. Aspek Hukum Perdata Perlindungan Hak Milik Intelektual (Semarang: 

Pascasarjana Program Studi Ilmu Hukum Undip. 1993). Hal. 2 
23 Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual. Pengenalan Hak Kekayaan Intelektual. http://e- 

tutorial.dgip.go.id/pengertian-hak-kekayaan-intelektual/. diakses tanggal 11 Maret 2020. 
24 Triyanto. Landasan dan Kerangka Filosofis HKI. Jurnal Vol no. 1 2012 HKI Sebelas Maret 

2012. hal. 4 

http://e-/
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penemuan.25 Konsep dan rezim HKI dari aspek filosofis dimulai sejak Abad ke 18 

dengan pandangan John Locke dan Jean Jacques Rousseau. 

John Locke memberikan justifikasi terhadap hak milik pribadi sebagai 

sebuah hak alamiah (natural rights). Menurut John Locke, setiap orang secara 

alamiah memiliki hak kekayaan (property) yang terdapat dalam dirinya sendiri atau 

pribadi dari hasil pekerjaannya dengan melakukan sebuah pengorbanan.26 John 

Locke berpendapat bahwa pengorbanan perlu diberikan penghargaan yang 

berwujud perlindungan hak milik dan pemberian insentif ekonomi. Pemberian 

penghargaan diberikan pencipta agar dapat mendorong untuk menciptakan sesuatu 

dan untuk menjual hasil ciptaannya (finished product) yang bermanfaat bagi 

masyarakat.27 Kemudian, pada Abad ke 19, konsepsi Hak Kekayaan Intelektual 

lahir setelah Revolusi Industri. Secara resmi hal itu dimulai dari Paris Convention 

for the Protection of Industrial Property dan Berne Convention for the Protection 

of Artistic and Literary works.28 

Pada tanggal 14 Juli 1967 di Stockholm, Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) 

membentuk kelembagaan internasional yang diberi nama World Intellectual 

Property Organization (WIPO) tugas dan fungsinya terutama untuk mengelola dan 

memaduhasilkan berbagai perjanjian internasional yang berkaitan dengan hak milik 

perindustrian dan hak cipta. Badan ini merupakan salah satu badan khusus PBB 

 

 
25 Triyanto. ibid. 
26 Basuki Antariksa. dan Kementerian Pariwisata. Landasan Filosofis dan Sejarah Perkembangan 

Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual: Relevansinya Bagi Kepentingan Pembangunan di 

Indonesia. Jurnal Kepariwisataan Indonesia 11 1 Agustus 2013. hal. 6 
27 ibid 
28Achmad Zen Umar Purba. Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs. (Bandung: Alumni. 2005). 

hal. vii 
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yang dibentuk guna tujuan mendorong kreativitas dan memperkenalkan 

perlindungan kekayaan intelektual ke seluruh dunia. Sebelum WIPO lahir ada 

badan yang bernama Bureaux Internationaux Réunis pour la Protection de la 

Propriété Intellectuelle (BIRPI) yang didirikan pada tahun 1893 di Perancis untuk 

mengawasi Berne Convention dan Paris Convention. Pada dasarnya, WIPO 

didirikan untuk melindungi hak cipta dan kebudayaan yang dimiliki oleh negara- 

negara anggota PBB.29 

Pembentukan WIPO didasarkan atas Convention Establishing the World 

Intellectual Property Organization. Adapun tugas-tugas WIPO dalam bidang HKI, 

termasuk untuk mengurus kerja sama administrasi pembentukan perjanjian atau 

traktat internasional dalam rangka perlindungan hak kekayaan intelektual. Selain 

itu, mengembangkan dan melindungi hak kekayaan intelektual di seluruh dunia, 

mengadakan kerja sama dengan organisasi internasional lainnya, termasuk 

mendorong dibentuknya perjanjian atau traktat internasional yang baru dan 

memodernisasi legislasi nasional, memberikan bantuan teknik kepada negara- 

negara berkembang, mengumpulkan dan menyebarluaskan informasi, serta 

mengembangkan kerja sama administratif di antara negara-negara anggota.30 

Sejarah mengenai peraturan yang mengatur tentang Hak Kekayaan 

Intelektual di Indonesia, telah ada sejak tahun 1884 yaitu pada zaman Kolonial 

Belanda. Pemerintah Kolonial Belanda telah mengeluarkan 3 peraturan Undang- 

Undang yang salah satunya membuat dan memberlakukan pengaturan tentang 

 
 

29 Masjupri. Tesis Perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual Dalam Perspektif Hukum Islam, 

(UNS: Surakarta. 2005). hal. 2 
30 Rachmadi Usman. Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual. (Bandung: Alumni, 2003). hal. 4-5 
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Merek versi Hindia Belanda di Indonesia pada tahun 1885. Selain itu, pada tahun 

1912 memberlakukan Reglement Industrial Eigendom yang dimuat dalam 

Staatsblad No. 545 yaitu pengaturan tentang merek yang diberlakukan di 

Indonesia.31 Kemudian pada zaman penjajahan Jepang, semua peraturan 

perundang-undangan di bidang HKI pada masa pemerintah Belanda tetap berlaku 

dari tahun 1942 hingga 1945.32 

Setelah Indonesia merdeka, peraturan HKI yang dibuat oleh pemerintahan 

Belanda digantikan dengan Undang-undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek 

Perusahaan dan Merek Perniagaan yang menganut stelsel deklaratif atau first to use. 

Artinya siapa yang memakai pertama kali dari suatu merek, dialah yang berhak 

mendapatkan perlindungan hukum dari upaya-upaya peniruan suatu merek. 

Selanjutnya, UU Merek 1961 tersebut diganti dengan Undang-undang Nomor 19 

Tahun 1992 tentang Merek yang menganut stelsel konstitutif atau first to file yaitu 

perlindungan hukum diberikan kepada pihak yang dengan itikad baik mendaftarkan 

pertama kali mereknya ke Kantor Merek di Direktorat Jenderal HKI (Ditjen HKI). 

Pemohon yang beritikad baik adalah pemohon yang mendaftarkan mereknya secara 

layak dan jujur tanpa ada niat untuk meniru atau menjiplak ketenaran merek pihak 

lain demi kepentingan usahanya yang berakibat kerugian pada pihak lain. 

Pada tahun 1994 pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Persetujuan Pembentukan Organisasi 

Perdagangan Dunia (Agreement Establishing the World Trade Organization) yang 

 

 
 

31 O.K. Sadikin. Op cit. hal. 48 
32 Ibid. hal. 49 
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didalamnya terdapat lampiran Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual 

Property Rights/TRIPs Including Trade in Counterfeit Goods. Penyesuaian 

peraturan-peraturan di bidang Kekayaan Intelektual sebagai konsekuensi dari 

perjanjian internasional yang telah diratifikasi Indonesia, maka diubahlah Undang- 

Undang Nomor 19 Tahun 1992 menjadi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 

tentang Merek yang selanjutnya diubah kembali guna penyempurnaan lebih lanjut 

menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001.33 Terakhir disempurnakan 

kembali dengan menempatinya dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 

tentang Merek dan Indikasi Geografis (UU MIG). 

Pengaturan mengenai merek tidak terbatas pada pengaturan hukum nasional 

saja, tetapi juga terikat pada hukum internasional. Hubungan hukum antara 

pengaturan hukum nasional dan internasional dalam merek dapat dilihat bahwa 

hukum nasional sesuai dengan asas teritorial, melahirkan atau menciptakan 

Kekayaan Intelektual dan memberikan perlindungan Kekayaan Intelektual, 

sementara pengaturan hukum internasional mengenai Kekayaan Intelektual 

bertujuan untuk menciptakan keseragaman pengaturan, mulai dari persoalan istilah 

hingga penegakan hukumnya, terutama jika menyangkut isu aspek-aspek 

perdagangan internasional.34 

Walaupun Undang-Undang Merek telah diubah dan disempurnakan sejak 

tahun 1961 sampai dengan tahun 2016, permasalahan-permasalahan mengenai 

merek sampai saat ini masih sering terjadi. Permasalahan utama adalah sengketa- 

 

33 Sri Astarini Dwi Rezki. Penghapusan Merek Terdaftar: Berdasarkan UU No. 15 Tahun 2001 

Tentang Merek Dihubungkan Dengan TRIPS-WTO. (Bandung: Alumni. 2009). Hal. 25 
34Titon Slamet Kurnia. Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal Di Indonesia Pasca 

Perjanjian TRIPs. (Bandung: Alumni, 2011). Hal. 46 
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sengketa hukum terkait dengan merek terkenal. Merek terkenal (well-known marks) 

sering dimanfaatkan oleh pihak yang beritikad tidak baik untuk melakukan 

peniruan tersebut guna menyesatkan masyarakat merek terkenal. Peniruan merek 

terkenal dilakukan untuk barang sejenis maupun tidak sejenis. Peniruan untuk 

barang sejenis mudah untuk mengidentifikasinya, sementara itu bagi barang tidak 

sejenis sulit sekali menentukannya. Peniruan merek terkenal yang dilakukan untuk 

barang tidak sejenis menyebabkan konsumen akan mengindikasikan barang-barang 

tersebut dengan merek terkenal. Keadaan ini menyebabkan konsumen beranggapan 

bahwa barang-barang tersebut memiliki hubungan asal produksinya yang diduga 

sama dengan produksi merek terkenal. 

Alasan khusus yang melatarbelakangi banyaknya peniruan merek terkenal 

di Indonesia adalah karena masyarakatnya lebih menghargai barang-barang dari 

luar negeri karena dipandang lebih meyakinkan dan lebih terjamin mutunya.35 

Pandangan masyarakat yang demikian ditambah lagi dengan sifat konsumtif 

masyarakat, maka Indonesia menjadi lahan subur bagi pihak-pihak yang tidak 

bertanggung jawab untuk memperoleh keuntungan secara tidak wajar dengan cara 

meniru merek terkenal. 

Perluasan ruang lingkup perlindungan hukum terhadap merek terkenal 

dalam TRIPs Agreement terdapat dalam Article 16 (2) dan (3). Indonesia yang telah 

meratifikasi Agreement Establishing the World Trade Organization terikat pula 

pada seluruh ketentuan dalam TRIPs Agreement. Dengan demikian, sehubungan 

 

 
 

35 Sudargo Gautama. Aneka Masalah Hukum Perdata Internasional: Himpunan Karangan 

Hukum Perdata International. (Bandung: PT. Alumni. 1985). Hal. 96 
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dengan kebutuhan untuk memperluas perlindungan hukum bagi merek terkenal, 

Indonesia harus melaksanakan kewajiban internasionalnya untuk melindungi 

merek terkenal setidak-tidaknya sebagaimana diatur dalam Article 16 (2) dan (3) 

TRIPs Agreement.36 

Harus diakui, pelanggaran terhadap pelanggaran merek terkenal telah 

menimbulkan dampak buruk yang mengkhawatirkan masyarakat internasional 

sehingga negara-negara berinisiatif untuk berkumpul dan berunding demi guna 

merumuskan dalam perjanjian internasional yang khusus memberikan perlindungan 

hukum terhadap merek terkenal. Paris Convention dan juga telah diratifikasi 

Indonesia dengan Keppres No. 15 Tahun 1997 mengakui bahwa Undang-undang 

Merek nasional harus memberikan perlindungan hukum terhadap merek terkenal 

berupa penolakan atau pembatalan pendaftaran merek dan pelarangan penggunaan 

merek. Hal itu yang diatur dalam Pasal 6 Ayat (1) yang UU MIG dengan rumusan 

sebagai berikut: 

 
 

Permohonan pendaftaran merek baru yang memiliki persamaan pada 

pokok atau keseluruhannya harus ditolak.37 

 

Salah satu contoh sengketa merek terkenal yang terjadi di Indonesia adalah 

merek WD-40. Perkara itu telah diputus dengan putusan Nomor 39/Pdt.Sus- 

Merek/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst. Dalam sengketa ini, terlibat pihak-pihak WD-40 

 

 

36 Anne Gunawati. Perlindungan Merek Terkenal Barang dan Jasa Tidak Sejenis Terhadap 

Persaingan Usaha Tidak Sehat: Telaah Terhadap Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang 

Merek Dan Membangun Hukum Kekayaan Intelektual Bidang Merek Sebagai Sarana 
Pembangunan Ekonomi Nasional. (Bandung: PT. Alumni. 2015). Hal. 34 
37 Ibid. hal. 35. 
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COMPANY dan WD-40 Manufacturing Company selaku Para Penggugat melawan 

Benny Bong selaku Tergugat dan Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian 

Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia cq. Direktorat Jenderal 

Kekayaan Intelektual cq. Direktorat Merek dan Indikasi Geografis selaku Turut 

Tergugat. 

Penggugat memiliki merek dagang WD-40 untuk barang kelas 1,2,3, dan 4 

yang memiliki nomor dagang IDM000382851, IDM000334178, IDM000334178, 

IDM000382852, IDM000334195, IDM000334196, IDM000334194, 

IDM000334191, IDM000161653, IDM000555845, IDM000161654, 

IDM000555846, dan IDM000555847 melakukan gugatan kepada Benny Bong 

yang memiliki merek dagang Get All- 40 untuk barang kelas 2 dengan nomor 

dagang IDM000616481 dan IDM000616482. Pihak Para Penggugat beralasan 

bahwa merek GET ALL-40 dan lukisan milik Tergugat memiliki persamaan pada 

pokoknya dengan merek WD- 40 milik Para Penggugat, sehingga penggunaan 

merek GET ALL-40 milik Tergugat menunjukkan adanya upaya Tergugat meniru 

atau menjiplak merek WD-40 milik Penggugat yang menimbulkan persaingan 

usaha 

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian skripsi yang berjudul Pembatalan Merek atas Dasar Unsur 

Persamaan Pada Pokoknya atau Keseluruhannya (Studi Putusan Nomor 

39/Pdt.Sus-Merek/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst.). 

 
 

1.2. Rumusan Masalah 
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Berdasarkan latar belakang diatas, adapun rumusan masalah yang akan dibahas 

dalam penelitian ini adalah: 

1) Bagaimana pengaturan mengenai persamaan unsur pokok pada suatu 

merek, khususnya terkenal? 

2) Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan bahwa merek GET 

ALL-40 memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek WD-40 

dalam perkara Nomor 39/Pdt.Sus-Merek/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst.? 

 
 

1.3. Tujuan Penelitian 

 

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah: 

 

1) Untuk mengetahui bagaimana penerapan hukum di Indonesia terhadap 

perlindungan merek terkenal dan pendaftaran pertama 

2) Untuk menganalisis dan mengidentifikasi sengketa merek dagang 

terkenal WD-40 terkait merek yang memiliki persamaan pada pokoknya 

untuk barang sejenis 

 
 

1.4. Manfaat Penelitian 

 

1.4.1. Manfaat Teoritis 

 

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan 

pemikiran bagi ilmu pengetahuan dalam bidang hukum hak kekayaakn 

intelektual khususnya hukum tentang pendaftaran pertama dalam merek 

terkenal dan akibat dari penggunaan nama tersebut 
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1.4.2. Manfaat Praktis 

 

Di samping manfaat secara teoritis, penelitian ini juga diharapkan dapat 

memberikan sumbangan pengetahuan, membantu dan berguna secara 

praktis bagi lembaga pembuat kebijakan, praktisi hukum dan pihak- 

pihak lain yang berkepentingan dalam bidang hukum merek, sebagai 

upaya pengembangan kemampuan serta pengetahuan hukum bagi 

Penulis dan sebagai bahan informasi bagi pihak yang memerlukan atau 

pihak yang berminat pada masalah yang sama dengan bahan penelitian 

ini khususnya mahasiswa. 

 
 

1.5. Sistematika Penulisan 

 

Adapun penulisan skripsi ini akan disajikan berdasarkan sistematika sebagai 

berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

 

Pada Bab I Penulis membahas latar belakang dan pokok permasalahan sebagai 

dasar penelitian. Bab ini juga akan membahas mengenai tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, metode penelitian yang dipakai, definisi-definisi yang 

dianggap penting, dan juga sistematika penulisan dalam penelitian ini 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

 

Pada Bab II penulis menguraikan beberapa teori hukum dan konsepsi HKI yang 

menjadi acuan dalam skripsi ini. Selain menguraikan landasan teoritis dan 

landasan konseptual tentang merek, pendaftaran merek, persyaratan 

pendaftaran merek, jangka waktu perlindungan merek terdaftar dan 
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perpanjangannya, penghapusan dan pembatalan merek terdaftar, serta 

penyelesaian sengketa merek. 

 
 

BAB III METODE PENELITIAN 

 

Pada Bab III Penulis menguraikan mengenai metode penelitian yang digunakan 

dalam melakukan penelitian untuk penulisan skripsi ini, termasuk sumber data 

dan bahan hukum. 

 
 

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

Pada Bab IV Penulis menguraikan penelitian dan analisa atas rumusan masalah 

yang dikemukakan oleh Penulis pada Bab I. Adapun analisis dan pembahasan 

yang akan diuraikan adalah dasar hukum dan pertimbangan hakim dalam 

menjatuhkan Putusan Nomor 39/Pdt.Sus- Merek/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst. 

 
 

BAB V PENUTUP 

 

Bab V merupakan Bab terakhir pada skripsi ini yang di dalamnya akan berisi 

kesimpulan yang perumusannya diambil dari apa yang telah diuraikan mulai 

dari Bab I sampai dengan Bab terakhir dari masalah-masalah yang terdapat 

dalam skripsi ini serta saran dari Penulis. 
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